
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KENDAL 

NOMOR  21  TAHUN  2017 
 

TENTANG 
 

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 

UNTUK SETIAP USAHA/KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA 
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN 

LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA  

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

KABUPATEN KENDAL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KENDAL, 

Menimbang :  a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten 

Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal, 

maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2013 

tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam bidang 

lingkungan hidup untuk setiap usaha/kegiatan yang wajib 
memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, sudah tidak sesuai 
dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan diganti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

Kendal tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam 

bidang lingkungan hidup untuk setiap usaha/kegiatan yang 
wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal; 

Mengingat :  1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun  1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang 

Nomror 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah  
Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2757); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 

12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3373); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3838); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 
Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat 

Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan 
Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 231); 

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 
Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha 

Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau 

Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232); 

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 
2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang 
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Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 408);  

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen 

Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 990);  

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No. 10, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 

Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembar Daerah 
Kabupaten Kendal Nomor 159); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten 
Kendal Nomor 165); 

19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 

Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal 
(Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri 
D No.19); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN 

BUPATI DALAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP UNTUK 
SETIAP USAHA/KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA 

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA DINAS 
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL. 

 

BAB I 

 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 

2. Bupati adalah Bupati Kendal. 

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang 

selanjutnya disebut Dinas adalah Organisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Kendal yang mempunyai tugas dan 
fungsi di bidang lingkungan hidup. 

4. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap 
orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang 
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wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat 
memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. 

5. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah 

yang bertanggung jawab atas suatu Usaha dan/atau 
Kegiatan yang akan dilaksanakan. 

6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 
Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut 

UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap 

Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting 
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha 
dan/atau Kegiatan. 

7. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas 

yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona 
lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap 
lingkungan hidup. 

8. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan hidup 

yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha 
dan/atau Kegiatan. 

9. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap 
suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL. 

10. Izin Usaha dan/atau Kegiatan adalah izin yang diterbitkan 
oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha dan/atau 
Kegiatan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud pendelegasian kewenangan Bupati dalam bidang 

lingkungan hidup di Daerah adalah untuk mewujudkan 
efisiensi dan efektivitas proses penerbitan rekomendasi UKL-

UPL dan izin lingkungan beserta tahapan-tahapannya bagi 

setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-
UPL.  

 

Pasal 3 

Tujuan pendelegasian kewenangan Bupati dalam bidang 

lingkungan hidup di Daerah kepada Kepala Dinas adalah 
untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam 

bidang lingkungan hidup bagi setiap usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL. 

 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

 Pasal 4 

Dengan Peraturan Bupati ini, mendelegasikan kewenangan 
Bupati dalam bidang lingkungan hidup bagi setiap usaha 

dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL kepada 
Kepala Dinas. 
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Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mengatur pendelegasian kewenangan 

Bupati kepada Kepala Dinas dalam bidang lingkungan hidup 

bagi setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki 
UKL-UPL di Daerah dengan ruang lingkup meliputi :  

a. penerbitan rekomendasi UKL-UPL; dan 

b. penerbitan izin lingkungan. 

 

Pasal 6 

Pendelegasian kewenangan penerbitan rekomendasi UKL-UPL 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a secara rinci 
mencakup kewenangan untuk : 

a. menerima formulir UKL-UPL yang telah diisi oleh 
Pemrakarsa; 

b. melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi 

formulir UKL-UPL dan mengembalikannya kepada 
Pemrakarsa untuk dilengkapi apabila kelengkapan 
administrasinya tidak lengkap; 

c. melakukan pemeriksaan UKL-UPL apabila kelengkapan 
administrasinya sudah lengkap;  

d. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL yang berupa 
persetujuan atau penolakan UKL-UPL; dan 

e. menerbitkan perubahan rekomendasi UKL-UPL melalui 

pemeriksaan UKL-UPL baru dengan tahapannya secara 
mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
sampai dengan huruf d.   

 

Pasal 7 

Pendelegasian kewenangan penerbitan izin lingkungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b secara rinci 

mencakup kewenangan dalam tahapan proses penerbitan izin 
lingkungan yang meliputi : 

a. menerima permohonan Izin Lingkungan; 

b. mengumumkan permohonan Izin Lingkungan; 

c. menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari 

masyarakat terhadap pengumuman permohonan Izin 
Lingkungan; 

d. menerbitkan izin lingkungan; 

e. mengumumkan izin lingkungan yang sudah diterbitkan; 
dan 

f. menerbitkan perubahan izin lingkungan beserta 

tahapannya secara mutatis mutandis sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e. 

 

BAB IV 

KEWAJIBAN 

Pasal 8 

Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan 

bidang lingkungan hidup yang telah didelegasikan 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 
kepada Bupati. 

 

BAB V 

PEMBIAYAAN 

Pasal 9 

Pembiayaan dalam pendelegasian dan pelaksanaan 

kewenangan bidang lingkungan hidup yang telah 

didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dibebankan pada : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 

b. sumber dana lain yang sah berdasarkan peraturan-
perundang-undangan.  

 

BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan 
Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pendelegasian 

Kewenangan Bupati dalam bidang lingkungan hidup untuk 

setiap usaha/kegiatan yang wajib memiliki Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 

Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 
45 Seri E No.31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 11 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. 

 

 Ditetapkan di  Kendal 
 Pada tanggal  9 Mei 2017 

 

BUPATI KENDAL, 
 

Cap ttd 
 

MIRNA ANNISA 

 

Diundangkan di Kendal  
Pada tanggal  9 Mei 2017     

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KENDAL, 
 

Cap ttd 
 

BAMBANG DWIYONO 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN  2017 NOMOR  22 
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